PERENCANAAN BERBASIS KINERJA

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infratsruktur Prioritas Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Surabaya dan Jakarta, 16 Februari 2023




Daftar Riwayat Hidup

A
> Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
" Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 Januarl 1965
Golongan : IVD
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, JI. Pertiwi Il No.18 Blok A105, RT 03/RWO01, Kedaung,
Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
JI. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195
E-mail: sumedi@bappenas.go.id dan sumediam@gmail.com
PENDIDIKAN PEKERJAAN

1.

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur
Pripritas Nasional, Juli 2022-sekarang

g(i)rzezkiur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Sept 2020-Jul

2D(i)rzecl)dur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Jan 2019-Sep

2
3
4. Direktur Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas. Sep
5

Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation
(Government Thnik Thank). Harvard Kennedy School
Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017

Leadership in Succession and Talent Management.
Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education,
Australia. 27 Okt -1 Nov 2016

Postdoctoral. Graduate School of International Development,
Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006

2016-Jan 2019
Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah,

$3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, Bappenas. Januari 2006-September 2016

the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004. 6. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan

$2. Master of Arts, Graduate School of International Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 7. Kepala B.agicm, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas. Des.
1999. 2000-Mei 2004

Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies 8. ggggfnggﬂm' 1%":;_%";?;:%:?3&%““ Il dan Perdesaan,

Advan.ced School, Tokyo, Je?ang. SeE)t. 1994-Mar. 1995. 9. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati Il dan Perdesaan,

1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah . Bappenas. Maret 1994 -Januari 1997

Mada.Jurusan limu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 19 _siaf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, Bap!r“
1984-Juli 1989. 1991-Maret 1994


mailto:sumedi@bappenas.go.id

-

.2 Pendahuluan:

o u tI i n e Visi Indonesia 2045
Presentasi

Pembangunan

Kment PPN

Perencanaan Berbasis Kinerja dan
Kerangka Logika Perencanaan

Sinergi Perencanaan dan
Penganggaran

Penutup
Kerjasama dan Kolaborasi Pentahelix




Kementeriasm PR

1 PENDAHULUAN

Indonesia Emas 2045 dan Benchmarking
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Visi Indonesia 2045:

... Transformasi dan Akselerasi Pembangunan....

INDONES |

Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat
ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh

d I lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
A erdaulat,

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi
® ﬂ d .I d masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja.
aju | | I a n Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang
unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh

Ma_km_u_r ekosistem ekonomi yang kondusif.

RPJMN Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:
2020-2024 merupakan titik IZOBZ PN
tolak untuk mencapai Keluar dari 23.199 s PDB Riil /
sasaran pada Visi 2045 Middle Income Trap (MIT) ] PDB Riil Kapita
PDB perkapita P
' (USD)

16.877

2019/2020

e 12.233
Menjadi negara Tahun 2045:

——

Upper-middle Income

dss6 6.305 Negara Maju Peranan KTI
3377 cRIL e menjadi
terbesar

5,27% I 6,0% 6,2% 59% e - 56% e 54% @ Ratarata

Pertumbuhan Ke'S

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

(USD 7,4 triliun)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



Visi Indonesia 2045: Pengembangan Wilayah

Pemerataan pembangunan daerah dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
lebih tinggi dan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa.

30 Tahun Sebelumnya 30 Tahun Mendatang
Kalimantan Sulawesi

9 6,2% 6,7%

1983 2013 2015 2045 PER TAHUN PER TAHUN
Jawa 53,8% 57,1% 58,3% 51,8%
Maluku
Luar Jawa 46,2% 42,9% 41, 7% 48,2% 8 3%
’
PER TAHUN
KBI 82,5% 80,1% 80,5% 74,9%
KTI 17,5% 19,9% 19,5% 25,1% S
umatera
Arah Pengembangan Daerah 5 7%
Basis Pangan Nasional dan !
Papua Sektor Ekonomi Berbasis SDA PERTAHUN @
Bali, Nusa Tenggara Basis Wisata Internasional
& Maluku dan Perikanan Nasional I Papua
Sulawesi Basis Industri Pangan dan Gerbang KT Sl o N T 7'6%
Jawa ali dan Nusa Tenggara
. Basis Industri Pengolahan dan PER TAHUN
Kalimantan Lumbung Energi Nasional 5,3% ’ 6 '5%

. . E
Jawa Basis Industri, Perdagangan dan PERTAHUN PER TAHUN

lacAa

Basis Industri Baru dan
Sumatera Gerbang Kawasan Asia ‘M




Penataan Ruang Publik di Jepang
... Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman....
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Pelayanan Dasar Pendidikan di Jepang
... Mandiri, Tanggung Jawab dan Tangguh....
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Pelayanan Dasar Air Bersih di Jepang

... Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan....

[T T —

P
T —

Wastewater Treatment Plant

Tokyo Waterworks Advanced Treatment System

Fi . Biological Activated
- Carbon Treatment

Sedimentation

tank B——— Rapid filter
Biological activated
Ozone chamber carbon treatment
4+

Ozone =3 biological activated Sand filtration
treatment carbon treatment

Sedimentation

The advanced systems further purifies
water after standard water treatment

EEEE  Advanced Water Treatment gatig

[N —

nippon.com

Water supply facllities with recelving tank system
and Direct water service system

High-level tank
- Direct water Pressure water ,.x'I
Iz service system service system
B\ | f )
Receiving tank : 3
o b A
Jﬁ - Service pipe C A \
a t Booster pump -\
i'&‘ /’b -
Lift pump a— — Parts managed
/ Dnstn_um;u\ ¥ by bulldl%gownets
Watar meter pipe Water meter Of customers
: Waterstgpl ply facillles 3
With recenving tank system Direct water service system



Pelayanan Dasar Persampahan di Jepang

... Bersih, Aman, Tertata, Sirkular dan Berkelanjutan....
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Penataan Pusat Perdagangan di Jepang

... Bersih, Aman, Tertata, Interaktif dan Nyaman....

)
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Jepang

i dan Budaya di
tif, dan Inovatif....
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9 TRANSFORMASI DAN
AKSELERASI

Perubahan Sosial, Ekonomi dan Teknologi
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Transformasi Struktural:
... Sosial, Budaya, Ekonomi dan Teknologi....

Transformasi Digital

Masyarakat Masyarakat Masyarakat
SDM Tradisional Berkenll'nbang Maju

Pengetahuan o T

Teknologi YA WA W AN )1

Organisasi I R Y N R e L

Informasi T gw,..‘; g 1

I N A N -05:_56 N
]

(darat dan laut) <

Lahan

an
SDA Manufaktur dan

Jasa

Kebijakan pembangunan harus mendorong transformasi dan akselerasi kehidupan sosial, budaya dan
ekonomi masyarakat menjadi produktif, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat.
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Transformasi Desa, Kawasan dan Daerah

... Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif....

KEUNGGULAN
KOLABORATIF

Desa, Kawasan dan
Daerah dan Kota

KEUNGGULAN Berkembang
KOMPETITIF A

Desa, Kawasan,

DAYA SAING BERBASIS
Daerah dan Kota

EFISIENSI DAN INOVASI

Desa, Kawasan,
Daerah dan Kota
Mandiri

DAYA SAING BERBASIS
INOVASI DAN KOLABORASI

Ekonomi kreatif berbasis digital
Pusat Inovasi, Riset dan
Pengembangan Daerah

Tenaga profesional
Kerjasama Pentahelix: Pemda-
Masyarakat-Universitas-Swasta-Media

Tertinggal -SDM terampil dan terdidik
:} *Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik,
T }e}ekotmukr;ikas{( dan ir_\formasib " .
Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusa
KEUNGGULAN ® perdagangan
KOMPARATIF -Jaringan transportasi darat, laut dan udara
DAYA SAING BERBASIS -Jaringan telekomunikasi dan informasi

FAKTOR INPUT

*Sumber Daya Alam: Pertanian,
Kelautan dan Perikanan,
Pertambangan

+Pariwisata: Wisata Alam, Wisata
Seni dan Budaya, Wisata Kuliner

Akumulasi Modal Sosial

Akumulasi Modal Pengetahuan
Akumulasi SDA dan LH

Akumulasi Modal Fisik

Akumulasi Modal Keuangan (Finansial)

NPhwNE
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Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU
Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbasis Pemenuhan Hak Dasar

Instrumen
(Masukan)

Pengambilan
Keputusan

* Pilkada
* Rapat DPRD
* Musrenbang

Keuangan Daerah

* Penerimaan (PAD,
DAU, DAK, DBH dan
pinjaman) dan
Dana Desa

* Pengeluaran/Belanja

* Investasi

e KPBU

Aset Daerah

e Lahan dan SDA
e SDM « |IPTEK
¢ Peralatan

e Infrastruktur

Mekanisme
(Proses)

|

Jejaring

e DPRD

* Pemerintah Daerah

* Masyarakat Sipil: Ormas, LSM,
Universitas, Media Massa

Pelayanan Publik

* Pangan, * Pendidikan * Kesehatan
* Perumahan ¢ Air bersih dan sanitasi
* Tanah ¢ SDA dan Lingkungan

* Rasa aman ¢ Partisipasi

* Pekerjaan

Pengembangan Ekonomi

* Produksi * Pengolahan _ ¢Distribusi
* Perdagangan ¢ Konsumsi

* Kesempatan Kerja ¢ Nilai Tambah

* Pendapatan * Penerimaan Devisa

Manajemen Organisasi

e Sistem Informasi

* Standar Pelayanan Minimum
* Unit Pengaduan Masalah

* Sistem Reward and

Pencapaian
(Keluaran)

J

* Partisipasi

* Keberpihakan
* Transparansi
¢ Akuntabilitas
* Efisiensi

o Efektivitas

e Keadilan

J

)
(Manfaat dan

Dampak)

Terpenuhinya hak-
hak dasar

Masyarakat yang
maju, adil, makmur
dan sejahtera

e Peraturan Daerah Punishment |




Paradigma Tumbuh Berkelanjutan:

... Build Back Better, More Safer dan Sustainable....

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN, Dalam mewujudkan

pembangunan daerah
(kabupaten dan kota)
yang aman dan
berkelanjutan, maka
perlu pemanfaatan
ruang dan langkah
sistematik dan
terencana dalam

Pengurangan Risiko,

Mitigasi, Adaptasi dan
Investasi Berbasis

BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

Pembangunan Kesejahteraan Kelestarian Penangqulangan
Ekonomi Masyarakat Lingkungan Bencana dan

Perubahan lklim.
A |

-
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Mengembangkan Kehidupan Berkelanjutan

(Sustainable Livelihood)

Gizi dan kesehatan
Pendidikan, pengetahuan, keterampian dan keahlian
Etika, morahtas, sika JJ dan pertlak
Kesetaraan an Keadilan Gender
Kapasitas untuk bekerja dan wirausaha
Kapasitas untuk beradaptasi

Modal Sosial Modal Alam
«Jaringan dan relasi * Lahan
-Hubu% an saling percaya i”{"bf" daya air dan
,f a:: toleranst . Hit‘t'gna;an pepohonan
* Partisipasi
Hner emgman LLCL . ggggligﬁgaman hayati
* Peraturan bersama dan sanksi . Jasa lingkiingan

Modal Manusia

Modal Fisik Modal Ekonomi (fmansml)

* Prasarana dasar: rumah, air
bersih, listrik dan sanitasi * Investasi Pemerintah
- Konektivitas: transportasi dan * Investasi Swasta

k k * Perbankan
. ;felﬁaml::n:ia‘::slkknolog; « Kerjasama Pemerintah Badan Usaha

* Pinjaman dan Hibah




Pembangunan sebagai Proses Akumulasi
Berkeadilan dan Berkelanjutan

Modal
Keuangan
(Finansial)

Modal

Keuangan
t (Finansial)
)
Eksploitasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan t
modal fisik, tapi akan merusak modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, n

dan melemahkan modal sosial.




Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan:
Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

Asset Livelihood

4
Sumber
Kerentanan S >
Sikd e de KELEMBAGgANz STRATEGI DAN
= Siklus ses dan Peraturan dan
. P h T e KEBIJAKAN
oo . » »: Timba! Balik Organisasi
i~ = —
= Risiko Bencana . i * Adopsil
= Pandemik . \Iy\?if;\?/gﬁl e Adaptasi
= Konflik Politik Provinsi * Mitigasi
dan Sosial . Kab/Kota * Inovasi
 Kecamatan * Peningkatan
* Desa/Kelurahan . gapasnas ,
* Masyarakat B;'::” au
Manajemen Aset: Economy
SDALH = Modal Sumber Daya Manusia, Pengetahuan dan Teknologi o Investasi
SDM = Modal Sumber Daya dan Lingkungan, Lahan dan Ruang
SOS = Modal Sosial
FIN = Modal Keuangan (Finansial)
INF = Modal Fisik (Infrastruktur)

Source: Modified from DFID and UNDP: Sustainable Livelihoods Approach

»

MANFAAT DAN
DAMPAK
(OUTCOME)

* Terwujudnya
pembangunan
yang lebih Baik,
Aman, Adil dan
Berkelanjutan

* Terpenuhinya hak-
hak dasar rakyat

* Tercapainya SDGs

* Meningkatnya
ketahanan pangan

* Meningkatnya
pendapatan

* Meningkatnya
perluasa
kesempatan kerja

* Meningkatnya
pendapatan

* Meningkatnya
kesempatan kerja.

* Berkurangnya
tingkat kerentanan

=
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. Satu Data Satu

Pengembangan Rantai Nilai Daerah

Reforma

Agraria

Peta

. RTRW
. KLHS
. Kajian dan Peta

Risiko Bencana

. Kajian Neraca

Air

. Kajian dan Peta

Sosial Budaya

Input

produksi

Pariwisata: wisata alam, budaya, religi, kuliner, dlI

. Lahan
. Benih/Bibit
. Pupuk

. Pestisida

. Tenaga Kerja
. Peralatan

. Teknologi

1
2
3
4
5
6
7

Produksi

Petani

Nelayan

UMKM

Dinas Pertanian
Dinas Kelautan
Dinas Tata Ruang
Kementan
KemenKelautan
9. Kemen.ATR/BPN

NOUNRWNE

Transformasi Digital

1. Pergudangan

10.BUMN
11.Perusahaan

Komoditas Unggulan:
Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll
Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll
Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dli
Industri: IRT, Industri Pengolahan
Pertambangan: migas dan non migas

% ﬁlsl-tﬁirsm 2. Jalan dan Jembatan

3. Tenaga Terdidik dan 3. Angkutan Kapal
Terlatih 4, Angkutan Udara_

4. Peralatan dan Mesin 5. Angkutan Sungai,

5. Teknologi Laut dan Danau

Pengolahan Distribusi

1. UMKM 1. KemenPUPera

2. Swasta 2. Kemenhub

3. Kemeperin 3. Dinas Perhubungan

4. Kemenristek/BPPT

5. Kemen BUMN

6. Dinas Pertanian

7. Dinas Perindustrian

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

1. Pergudangan

2. Bandara dan
Angkutan Udara

3. Pelabuhan dan
Angkutan Laut

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Transportasi-Logistik-Pasar

. Informasi pasar

. Promosi

. Kerjasama
Pembiayaan dan

Pemasaran
=y Lokal

WM =

Logistik dan P

Transportasi asar

1. Kemenhub 1. Kemenhub

2. KemenPUPera 2. Kemendag =

3. Kemendag 3. Kemenlu

4. BUMN 4. Bea Cukai

5. Dinas Perhubungan 5. BUMN

6. Dinas Perdagangan 6. Dinas Perhubungan
7

Dinas Perdagangan

Tugas dan Peran Bappenas, KL dan Bappeda:

1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap kawasan
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan
Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungk
kerangka regiulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.

s



Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah

Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinasi-Atraksi-Pasar

Reforma
Agraria
. Satu Data Satu
Peta
.RTRW
. KLHS

. Kajian dan Peta
Risiko Bencana

. Kajian Neraca
Air

. Kajian dan Peta
Sosial Budaya

. Intermoda

. Angkutan Darat

. Bandara dan
Angkutan Udara

. Pelabuhan dan
Angkutan Laut

A U phWN R

B OwWNPR

WK

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

. Hotel dan Motel

. Air Bersih

. Listrik

. Internet

. Tenaga Terdidik dan

Terlatih

Akomodasi

Rencana T :
. ransportasi
Wisata P
Kemenhub
KemenPUPera
BUMN
BUMD

. Dinas Pariwisata

. Dinas PU

O~ U WK

. Dinas Perhubungan

. Dinas Perdagangan

Pariwisata Unggulan:
1.Wisata Alam
2.Wisata Bahari
3.Wisata Kuliner
4.Wisata Religi
5.Wisata Budaya
6.Wisata Sejarah
7.Wisata Olah Raga

o~ U WM

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

. UMKM

. Swasta

. Kemenpar

. Kemen BUMN

. Dinas Pariwisata
. Dinas ESDM

. Dinas PU

. Dinas Kominfo

Transformasi Digital

1. Wisata Alama 1. Festival Seni dan Budaya 1. Industri Kerajjinan
2. Wisata Bahari 2. Festival Keagamaan 2. Industri Rumah
3. Wisata Kuliner 3. Festival Kuliner Tangga _
3 Wisata Budaya 3. ptraksi Wisata 3 Industri Mokar
. i . Industri Makanan
6. Wisata Olah Raga >. Kompetisi Olah Raga dan Minumamn m
e s itas: Pasar dan
Destinasi Amenitas:
. Kuliner dan Pusat Transportasi
dan Atraksi Hiburan Perbelanjaan P
1. Pemerintah Desa 1. Pemerintah Desa 1. UMKM Int . |
2. UMKM 2. UMKM . nternasiona
3. Pelaku Usaha 3. Pelaku Usaha 2. Pelaku Usaha _
4, Dinas Kepemudaan 4. Dinas Kepemudaan 3. Dinas Perindag
dan Olah Raga dan Olah Raga 4. Dinas Pertanian
5. Dinas Pertanian 5. Dinas Pertanian 5. Dinas Perikanan
6. Dinas KKP 6. Dinas KKP 6. Kemendag
7. Kemen Dikbud 7. Kemen Dikbud 7. Bea Cukai
8. KemenPariwisata 8. KemenPariwisata 8. BUMN

Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan

Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nila

5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungkh “

kerangka regiulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN

> PENGEMBANGAN RANTAI NILAI

Hdmg;;::.“'.“w
Tingkat Tingkat Tingkat
PemasokPemasok Pemasok
3 2 1

S
<4

P Raw

@ \WETCIE]

ICT

[
>

SDA Transportasi

<
b, J
€
I

Kawasan
(3) Nilai (2) Nilai Industri
Tambah Sektor ;Zggfh
Manufaktur
Milai Tambah Sektor Jasa

Jasa Pendidikan.

h
(4) Nilal Tambah Sektor

Keuangan, Real Estat &
Jasa Perusahaan 4 Gudan -
aq

(5) Nilai Tambah Sektor
Jasa

ICT

o v o
< IcT Customer
(7) Nilai Tambah Sektor

Transportasi Transportasi

(8) Nilai Tambah Sektor
Jasa Transportasi
(9) Nilai Tambah Sektor s
Konstruksi (Infrastuktur) Total Nilai Tambah
Infrastruktur

Sudut pandang -2 Kawasan Percepatan Infrastruktur

(1) Nilai Tambah Sektor
Pertambangan

Manufaktur

Transportasi

(10) Nilai Tambah Sektor
Perhotelan dan Restoran.

(6] Nilai Tambah
Sektor Listrik
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FUJI AREA_

Highland Resort Hotel
& Spa

Fujikyu Bus

Approx time required
KAWAGUCHIKO | SHINJUKU
Ko | —
95min |
\ Rommecca;.r
GOTEMBA | 25min 8Smin /
| SENGOKU
e ‘ | HAKONF,-YUMOTOI
= 20min :
TOGENDA i .
40min
30min | MOTOHAKONE-KO |

GOTEMB

Hakone Ropeway

Hakone Sightseeing
Cruise

Odakyu Highway Bus

Keio, Fujikyu Highway
Bus

Hakone Tozan
Cablpcar

U :'}.

HAKONEMACHI

SHINJUKU
AREA

Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah

Keterkaitan Tokyo-Hakone—Yamanaka-Kawaguchi

| AA

/ Mt. Fuji ™\

N

Straight ahead Up g,
we go! ;’hou,"ai
€g0 "

Sengokuhara Hakone
Heking Tozan Train
Tozan Cable Car
Breathtaking view Her,
€ Wwe go;

from the ship!

—
A
ety

A stroll among

Lé'ke Ashi A the flowers is also nice!
e -
,-'I Various landscapes

"o Odakyu Lin
m‘m«)u Li

Odawara
~—

o

ojoWNA-3uoyeH

H

Have a dip in
a hot spring bath!
along the way!

Hakone
Tozan Bus

With Hakone Freepass you can freely get on and off the following as often as you need!
@Hakone Tozan Train @Hakone Tozan Cable Car @Hakone Ropeway @®Hakone Sightseeing Cruise
®Hakone Tozan Bus  @0dakyu Hakone Highway Bus @Tokai Bus Orange Shuttle @“KANKO SHISETSU-MEGURI" Bus

{designated zones)  (designated zones) (designated zones) (Tourist-fadilities Round Bus)
{operated by Hakone Tozan Bus)

@ This is how much you save doing a simple round visit like this from Shinjuku!

Hakone Freepass

¢. You save

Adult 1,470yen
Child 1,820 yen

Regular Fare

Adult 6,610 yen
Child 3,320 yen

=l> Child 1,500 yen
v Al ‘¢-

Inthe case of
regular fares
Odakyu Line + Hakone Hakone Tozan Hakone Tozan
Hakone Tozan L 'Hm ‘ozan Trair u Cable Ca Ropeway
Adult 1,190 yen Adult 400yen Adult 420yen Adult 1,450 yen
Child 600yen Child 200yen Child 210yen Child 730 yen
*Additional express fare is required for the Romancecar.
Hakone H e
y Adult 6,610 yen . ozan Line [Tl Tozan Bus S g Cruise
Child 3,320 yen Adult 1190yen [RAUMGICEN Adult 960yen Adult 1,000yen
Child 600yen Child 480yen Child 500 yen

*Additional express fare is required for the Romancecar.




Pengembangan Rantai Nilai Pariwisata Daerah

Brobudur-Prambanan dan sekitarnya

)
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. MERAPI
i
> (10 213 Miliar/Thn
a o~
>
[1:
(=]
(o]
>
(S
o
Tahun 2019
5= \ S “‘ 5.:\p’- \ ‘ yis7m§p)Yogyakarta
X A LOL.DOL
o ;),‘EEE & s \ B Potensi Perputaran
> Hotel Batik Village Ratu Boko PRAMBANAN Ekonomi Sektor Wisata
1] IDR 221 Miliar
(=]
foog
588
< o ioggad <
>
© Hotel
(=]
Transportasi T,
= £ Sewa é Sewa[ _ Becak/[ S KA
s | ol '§ < MShLIE e MaRillgel = e man én I potensi lainnya:
= | IDR 500K = "~ IDR520K | '© 3 SIDR 200K| 5 [S@IDR30K| > | 1. pengembangan Hotel
O | (@IDR 125K)| = |(@IDR 130K)| (@IDR 50K)2 di sekitar Merapi dan Prambanan
Dav 1 2. Peningkatan pusat oleh-oleh yang interaktif BATIK VILLAGE
Sewa B Day 2 \J (keg. membatik dengan output akhir menjual ke turis)
: ay
Mobil Day 4 Day 1 Day 2 Day3 Day 4
& S 2 |S sl KA [) TOTAL 4 Days: S . L Oleh2: IDR550K Rata-rata
i) ewa. 3 ewa_ g ewa! =y 5 Becak/ ys: Konsumsi: [DR175K Wisata: IDR350K Wisata: IDR960K Wisata: IDR 28K pengeluaran
5| S [Mobll | & [Mobil & |Mobily) & |Bandara | & |Delman < . @'D_'} 2K q Hotel:  IDRS00K  Konsumsi: IDR235K  konsumsi: IDR275k  Konsumsi: IDR175K harian
“| 3 [ibrRs20k 7| 2 “1 € “]1 = eor30k”| 2 [iDr200k 7| = Ll (@IDR250K)  Hotel:  IDRS00K  Hotel:  |DRS0OK  Transport: IDR255K wisatawan
8 |(@Dr130K) | & g &5 < [(@ipr 50K) N rreiins Transport: (DR 50K (@IDR250K) (@IDR250K) non-transport
= == P Transport: IDRZ55K  Transport: IDR255K IDR 874,5K




Perhitungan Rantai Nilai Kelapa Sawit Lampung dalam Setahun

Crude Palm Oil Minyak Goreng

Tandan Buah Segar

~SMlulangbawang
ABarat Tulangbawang

v

Lampung Tengah

(3]
"M“‘L-u‘-" =

RS tv-

™

A Lampungglimur
% AMetro
.ﬁ ’n“-q

! \ “’ f
PringsewUhs e oy

andarlampung

V.
ol
LUR
[}

‘1 "
Y Pesawaran ]
By - “.
!Ck TBS . ., )
II CPO (Produksi = 0.5 x TBS) N, 3 ' lampung Selatan
Minyak Goren

e
(Produksi = 0. 55 x CPO)

*Perhitungan Minyak Goreng menunjukkan potensi

Hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa
Sawit di Lampung tahun 2020 adalah sebesar 198
ribu ton. Apabila TBS ini dijual sebagai bahan
mentah akan berkontribusi terhadap pendapatan
Lampung sebesar Rp 412 Miliar. Apabila penjualan
dilakukan dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO),
pendapatan provinsi menjadi Rp 901 Miliar.
Sementara itu, apabila hilirisasi dilakukan hingga
menjadi produk minyak goreng pendapatan daerah
menjadi Rp 1,7 Triliun.

Sumber: Analisis perhitungan sangat sementara

Berdasarkan analisis, hasil penjualan komoditas
kelapa sawit dalam bentuk Minyak Goreng memiliki
nilai jual sekitar 4 kali lipat dibandingkan harga jual
TBS. Oleh karena itu, hilirisasi penjualan TBS perlu
di dorong untuk peningkatan penerimaan daerah.

Harga jual yang digunakan:
-TBS: Rp 2.083/kg

- CPO: Rp 9.122/kg

- Minyak Goreng: Rp 18.000/kg

TBS K Ton (Harga); CPO K Ton (Harga); Minyak Goreng K Ton (Harga)
8 < 0,1 (< Rp0,3 M); < 0,07 (< Rp0,6 M); < 0,06 (Rp1,1 M)
¥ 2,8 (Rp6 M); 1,4 (Rp13 M); 1,3 (Rp24 M)
B 8,5 (Rp18 M); 4,25 (Rp39 M); 4 (Rp73 M)
. 30 (Rp62 M); 15 (Rp137 M); 14 (Rp257 M)

1 50 (Rp104 M); 25 (Rp228 M); 24 (Rp428 M)
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3 PERENCANAAN BERBASIS KINERJA

Penguatan Basis Keunggulan dan Penguatan Konektivitas

1!



Alur Pikir Perencanaan

F
,,,,, -
v R _ _ _Kinerja Pembangunan (Output, Outcome dan Impact)
Data dan Peta ' Knowiedge :
Dasar - Transformasi Sosial, Rencana
\ I J =| [ Informasi | Budaya dan Ekonomi Pembangunan
q Kajian h . RPIPN
PemaJntaﬁan : Best I Strategi
dan Evaluasi Practices || Kebijak (5 RPJMN
R R iy ! I;i'?)g?'gman
- RKP
Rencana dan Peta: [ I PI%ng?gl;&an
RTRW, Lahan, KLHS, | (Skenario dan JE LU |
Risiko'Bencana, Peta | a an| |
SDA LH dan Peta : Proyeksi |, - Nasional [ Rencana
Infrastruktur [ Jangka Panjang | - Regional/Wilayah Investasi
» ] k K
] : | I\flaenr?e:gah , — Pemerintah
: Modelling: 1 | -Jangka Pendek , * Pertumbuhan
s EkOﬂOI‘I‘III =0 I : — (akselerasi) BUMN
I nteregiona - P t
1 _dan In rastruktur i | : (afirmatif) Swasta
L LT ‘ --------- _>: [ SilTll-llaSi } | .Adopsi
Analisis Kualitatif - I - Mitigasi Masyarakat
Dlsa regatif .  Statik I - Adaptasi
Wilayah, Daerah | - Dinamik : . Inovasi

dan Kawasan |
¥ Kinerja Pembangunan (Output, Outcome dan Impact) | | “
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Sinkronisasi Perencanaan

RPIJMD PROVINSI RPIJMD KABUPATEN/KOTA
Visi Misi | Progra Sasaran | Indika Indika | Sasar | OPD Pro Misi Visi
m tor tor an gram
Kinerja | Kinerja\
A‘mﬁ
=]

RENSTRA OPD PROVINSI RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA

Program | Kegiat | Sasar | Indika- | Dana | Lokasi Dana | Indikator | Sasaran | Kegiatan | Program
an an tor - (Kab/ Kinerja
Kinerja ota)

oo oo
~ ~

Eﬁ—\ﬁ’é e ]

I I V 1 I I

W

Konsistensi RPJMD Provinsi dan RPIMD Kab/Kota: kegiatan, sasaran dan indikator kinerja.
RPIMD Provinsi = 2 Renstra OPD Provinsi (prorgam, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan anggaran) ‘ .
4
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Simulasi Sinkronisasi Perencanaan

RKP

Prioritas Fokus Kegiat- an K/L Sasaran Indika tor Indika tor | Sasaran OPD Kegiatan Fokus Prioritas
Kinerja Kinerja
Kemiskinan | Perluas Eeml;erian Pendidi 2%5:9 %%Téﬁpf'iswa Jumlah 12 ribu, | Dinas | Pemberian | Perluas | Kemiskinan
an easis ribu i i i i
ﬂlé::s SD/SI\BB_ siswa miskin SS'ID!:"?I?Mp E'B‘}"a Eﬁ?adr: beasiswa :Eses
hatan miskin misian §1hi’|sl:l’(in g:“d'd'k
RENJA K/L: KESEHATAN RENJA DINAS KESEHATAN PROV.X1
Program Kegiatan Sasaran | Indika- Dana Lokasi Dana Indikator Sasaran Kegiatan Program
tor (Rp) (Pro- Kinerja
Serb oo ;(lnelr]: 76 vinsi) ) EISKr?iliar Jumlah 10 ribu Eeml_:eriarénl Wa;jib
Wajib emberian ribu umla X1 | " siswa siswa easiswa Belajar
Beﬂ'-ar beasiswa siswa siswa miliar | SD/SMP SMP Pendidikan
Pendidik | SD/ SMP SD/SMP 9,6 miliar | miskin 9 tahun
an 9 miskin (APBD) :
tahun EI;LB;'
i Y
@9) 13 —[33Prov [ RENJA DINAS KESEHATAN KAB.X1.1
iswa Dana Indikator Sasaran Kegiatan Program
Kinerja
2,4 miliar | Jumlah 500 siswa | Pemberian Wajib
(f)K) siswa beasiswa SD/ | Belajar
o60juta | midkin® | 200siswa | o Pendidikan
( APEgD) 9 tahun

1!



Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

________ Pengertian Nl Manfaat

* Sistem perencanaan dan penganggaran yang * Menghubungkan perencanaan
disertai tolok ukur kinerja sebagai instrumen strategis dan perencanaan
untuk mencapai tujuan dan sasaran; operasional secara terinci

* Meningkatkan efektivitas anggaran melalui

perencanaan program dan kegiatan yang * Membantu pencapaian hasil

disertai dengan hasil dan keluaran yang pelaksanaan program
terukur; * Memudahkan proses pengukuran
* Meningkatkan efisiensi belanja melalui dan penilaian kinerja
gietre\f:;lﬁgﬂ.satuan biaya sesuai standar yang + Membantu pemantauan dan
* Memperkuat pengawasan dan pengendalian evaluasi kinerja
melalui kelayakan standar harga dan biaya, * Membantu dalam menetapkan
audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi target kinerja\

kinerja eksternal; dan
 Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas. q
: a o



Tujuan dan Landasan Konseptual

Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi )
kinerja yang akan dicapai (directly linkages between

erformance and budget); )

)) Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam )
penganggaran (operational efficiency);

-

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more
flexibility and accountability). J

@D{Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam )

rf
Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and )
| outcome oriented);

Landasan fFl csibilit o ) — —)
Konseptual eksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga

kprinsip akuntabilitas (let the manager manages);

-/

" Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur

(.organisasi (Money follow function). J "‘.‘




Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

y
KKKKK g PPN
PENETAPAN
KEGIATAN/
SUBKEG.
PENETAPAN
PROGRAM
PENGUKURAN
KINERJA
1 s/d 5 dimuat PERTANG-
didalam dokumen GUNG
anggaran JAWABAN

PENETAPAN
SASARAN:OUTPUT
& OUTCOME

PENETAPAN
JENIS &
BESARANINPUT

MENGHITUNG
ANGGARANDNG
STANDAR BIAYA

PELAKSANAAN
KEGIATAN &
PEMBELANJAAN

1, SATUANKER A

SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

). KEGIATAN

RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN
YANG DITENTUKAN

3. KELUARAN

SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR
SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN
KEGIATAN

4, STANDAR BIAYA

PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERISFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS

2. JENIS BELANA

PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA JENIS
BELANJA YANG SESUAI

1!



Pengertian Indikator Kinerja dan Jenis Indikator Kinerja

Kementeriasm PR

Pengertian Indikator Kinerja

« Merupakan standar kinerja (performance) yang
harus dicapal > Mengukur sukses atau tidaknya
OPD (dinas, badan, kantor).

« Untuk mencapai tujuan organisasi - Realisasi
visi, misi, tujuan dan sasaran.

« Menjawab berapa (kuantitatif), bagaimana
(kualitas), Kapan (waktu), dan dimana (lokasi)

« Mempunyai kriteria SMART (specific, measurable,
achievable, rational dan time)

« Mendorong proses pembelajaran manajemen
organisasi bagi setiap Dinas/OPD.

« Menjadi dasar untuk pengendalian dan evaluasi
setiap Dinas/OPD.

Karakteristik Indikator Kinerja

Sederhana dan mudah dipahami.
Dapat diukur.

Dapat dikuantifikasikan dalam
bentuk rasio, persentase dan
angka.

Dikaitkan dengan standar
(pelayanan minimum) dan target
kinerja SKPD.

Fokus pada kualitas, efisiensi,
keadilan dan pelayanan.

Dikaji secara teratur.

1!



Kriteria dan Jenis Indikator Kinerja

A
D
specific * tidak multi-tafsir
measurable * mudah diukur
SMART ~ attainable - data dapat diperoleh

dengan mudah

\ relevant * sesuai kebutuhan

time-bound * terikat waktu

. Indikator Masukan (Inputs): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran,

tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

. Indikator Keluaran (Outputs): lehih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai

seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan,
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan,

. Indikator Proses (Process): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan

keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh: persentase jumlah perempuan
terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan

. Indikator Manfaat (Outcomes): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang

diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan
masyarakat,

. Indikator Dampak (Impacts): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka

panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat diketahui
jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup

lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
1!



Pertimbangan Penentuan Indikator Kinerja

Biaya pelayanan = mengukur efisiensi yang dinyatakan dalam biaya

per unit, bersifat kuantitatif dan finansial. Contoh: biaya perijinan per
perusahaan, biaya rawat per pasien.

Tingkat pemanfaatan_ = untuk mengetahui kapasitas sumberdaya

organisasi dengan membandingkan tingkat pemanfaatan dan
kapasitas yang tersedia.

Kualitas pelayanan - kecepatan pelayanan, ketepatan waktu,

kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan
Standar pelayanan = untuk memberikan pelayanan publik yang

manusiawi. Misalnya: jumlah tempat tidur dan dokter per rumah
sakit, jumlah ruang dan guru per sekolah.

Cakupan pelayanan = untuk mengetahui tingkat penyediaan layanan

dan permintaan. Misalnya: jumlah murid per ruang kelas, jumlah
pasien dalam 1 hari layanan.

Kepuasan pelanggan = untuk mengetahui hasil suatu pelayanan

publik. Misalnya: jumlah pengaduan atau komplain, indeks kepuasan N ._
pelanggan dengan melakukan survai kepuasan pelanggan. “



Contoh Penentuan Indikator Kinerja

Kegiatan Indikator Kinerja
Masukan (Input) Keluaran Manfaat Dampak
(Output) (Outcome) (Impact)
Pengembangan e Jumlah BUMDes Pertumbuhan - Pertumbuhan - Pertumbuhan
BUMDes (20 unit) pengelola pelayanan tingkat
« Jumlah dana (Rp BUMDes terlatih BUMDes (dari Keuntungan
' (dari 20% 10% menjadi BUMDes (dari

600 Juta)

menjadi 80%) 90%)
* Jumlah pengelola
BUMDes (200
orang)
Pelatihan Petani - Jumlah Tenaga - Jumlah petani - Persentase
Penyuluh 100 terampil (dari 50 pertumbuhan
orang orang menjadi produksi (5
. Jumlah Dana Rp 100 orang) persen pertahun
' menjadi 7,5

600 juta

persen pertahun)

30% menjadi
65%)

- Pertumbuhan

pendapatan
petani (dari Rp.
12 juta pertahun
menjadi Rp. 24
juta pertahun)

__________________________




Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja

F
Kemen g PPN
Tujuan RPJMN: lnrgglgastgr Kkinegia: ( )
: : . ub sektor Pertanian (nasiona
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan R R B BT {nasionaﬂ
Berkualitas dan Berkeadilan e Pertumbuhan produksi pertanian (nasional
: . Indikator Kinerja :
Tujuan RPJMD: : * PDRB Sub sektor Pertanian (daerah)
Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi Daerah  Pertumbuhan pendapatan petani {daerah
t * Pertumbuhan produksi pertanian (daerah
Strategi:

Mengoptimalkan pemberdayaan petani dan nelayan

Arah Kebijakan RPJMD:
Peningkatan Produktivitas Usaha

&

Program Peningkatan Produksi Pertanian

E 2

Indikator Kinerja :
¢ Pertumbuhan Produksi Pertanian

Kegiatan 1: Penyediaan Pupuk Indikator Kinerja :

. . . . . * Jumlah penyediaan pupuk
Kegiatan 2: Pembangunan Jaringan Irigasi « Panjang jaringan irigasi
Kegiatan 3: Pembangunan Jalan Desa * Panlang Jalan desa

e Jumlah petani terlatih

Kegiatan 4: Pelatihan Petani

1!
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Konsistensi dan Keterkaitan Indikator Kinerja

RPJMD

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatan #1: Penyediaan Kapal dan Peralatan
Kegiatan #2: Pembangunan Jalan dan Irigasi Pedesaan

Kegiatan #3 : Pelatihan Nelayan dan Petani

Dinas Kelautan dan

Perikanan
Prog. Pengelolaan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan
Keg. #1: Pengadaan kapal
dan peralatan
Keg. #2: Pelatihan nelayan

N

Dinas Pertanian

Prog. Péningkatan Prod. Pertanian
Keg./A: Penyediaan Perlatan

. 2: Penyediaan benih/bibit

eg. 3: Pendampingan Kelompok Tani

Dinas Koperasi
Prog. Pemberdayaan
UMKMK Pertanian
Keg. #1: Bina KUD
Keg. #2: Kredit Pertanian
dan Perikanan

Subdin Binamarga
Prog. Penyelenggaraan
Jalan
Keg. 1: Pemb. Jalan
Perdesaan
Keg. 2: Pemb. Dermaga di
wilayah

RPJMD

Indikator Kinerja :

+ PDRB sektor pertanian

* Tingkat pendapatan petani
+ Tingkat produksi pertanian

NN

Dinas Pengairan

Indikator Kinefja :

* Luas areal irigasi (ha)

+ Panjang saluran pengairan
yang dibangun/rehab (m)

Dinas Perindustrian

Prog. Peningkatan Industri
Pertanian

Keg. : Pelatihan Teknologi
pertanian

Dinas Koperasi

Indikator Kinerja :

+ Jumlah koperasi tani yang
dibina

* Jumlah petani penerima kredit

Dinas Pertanian

/ * Tingkat produksi pertanian

pelatihan usaha tani

Dinas Binamarga

Indikator Kinerja :

+ Panjang jalan ke kawasan.
Pertanian yang dipelihara

+ Jumlah jembatan yg
dibangun/dipelinara

+ Jumlah petani yang mengikuti

N

Dinas Perindustrian

Indikator Kinerja :

+ Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
teknologi pertanian

1!




Anggaran Berbasis Kinerja

[[ capaian kinerja ]]

[[ indikator kinerja ]]
Penyusunan anggaran
Eienrglg Z%riTZEUi;enStaSi [[ analisis standar belanja JJ e
berdasarkan l gietre]gaapnkan

[[ standar satuan harga » Egg;lt;san

. daerah

[[ standar pelayanan minimal ]] B e ’




Anggaran Berbasis Kinerja

,,,,, >

ANALISIS STANDAR BELANJA PENILAIAN KEWAJARAN PENILAIAN KEWAJARAN

= Dalam sistem anggaran berbasis = Keterkaitan logis antara = Keterkaitan antara Biaya yang
kinerja setiap usulan program  Program/Kegiatan yang Dianggarkan dengan Target
dan kegiatan selalu dinilai  diusulkan dengan Kebijakan Pencapaian Kinerja (Standar
kewajaran nilai atau besaran = Umum Anggaran dan Penetapan Biaya)
anggaran. Pagu Anggaran Sementara = Keterkaitan antara Standar

" Analisis Standar Belanja adalah = Kesesuaian antara Biaya dengan Standar Harga
Standar atau Pedoman yang Program/Kegiatan yang yang Berlaku
digunakan untuk menganalisis  Diusulkan dengan Tugas Pokok = Keterkaitan antara Biaya yang
kewajaran beban kerja atau biaya  dan Fungsi OPD dianggarkan, Target
setiap program atau kegiatan = Kapasitas Satuan Kerja untuk Pencapaian Kinerja dan Sumber
yang dilaksanakan dalam satu  Melaksanakan Program/Kegiatan Dana
tahun anggaran. pada tingkat pencapaian yang = Keterkaitan antara Jenis Belanja

* Penilaian kewajaran dalam ASB  ditetapkan dalam jangka waktu yang seharusnya dengan jenis
mencakup dua hal: KEWAJARAN  setahuan kegiatan yang dianggarkan.

BEBAN KERJA dan KEWAJARAN

BIAYA | ‘ ‘



Kriteria Penentuan Prioritas Anggaran
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Kriteria pemilihan kegiatan pokok dan pagu anggaran RKPD,
Renja dan RKA-SKPD dengan pemberian bobot.

1. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan
RENSTRA SKPD: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar

2. Pelaksanaan memerlukan studi kelayakan, pembebasan tanah
dan teknis lainnya: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah

3. Waktu: (1) Lama (ebin dari 10 bulan), (2) Sedang (7-10 bulan), (3) Singkat (< 7 bulan)

4. Biaya: (1) Besar (>rp. 2 miiian), (2) Sedang (rp.1miliar-2 miian, (3) Kecil (<rp.1 miliar

5. Kelompok sasaran rakyat miskin terutama anak dan perempuan:
(1) Rendah (<20%), (2) Sedang (20-50%), (3) Tinggi (>50%)

1!



MUSRENBANG
PROVINSI

/" MUSRENBANG

AN

KABUPATEN DAN
RAPAT
KOORDINASI/
RAPAT TEKNIS
OPD

Titik Kritis Perencanaan

Usulan
Program dan
Kegiatan

Prioritas OPD

*\Volume
«Nilai
+Lokasi

Usulan
Program dan
Kegiatan
Prioritas OPD

/

MUSRENBANG

KECAMATAN

Kabupaten

*\Volume

Usulan «Nilai
Program dan -Lokasi

Kegiatan
Prioritas Desa
dan
Kecamatan

QO 2 > W Z2 m

. Kesepakatan tentang

usulan program dan
kegiatan yang akan
dibiayai:
1. APBD Provinsi
2. APBD Kab./Kota
3. APBN

. Rancangan Renja OPD

yang dilengkapi
dengan:

1) Prioriritas
Program dan
Kegiatan

2) Prioritas Lokasi
Program dan
Kegiatan




MUSRENBANG

PROVINSI

MUSRENBANG
KABUPATEN

MUSRENBANG
DESA DAN

KECAMATAN

Titik Kritis Penganggaran

RKP dan
RENJA OPD

RKPD dan

RENJA OPD

RKPD dan
RKPDESA

RAPBD dan

RKA-OPD

_

{0

KUA-PPAS,

RAPBD dan

RKA-OPD

Belum
optimal-
nya
kinerja
pemba-
ngunan
daerah

=4

>
7
|




Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan RKPD

A
D
| e 1 umlah | pioritas
Kegiatan Pokok Dampak | Pelaksanaan | Waktu | Biaya Seazg‘rg(r: Bobot
1. Pembelian
Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 5
2. Revitalisasi
Posyandu dan 3 2 2 3 3 13 1
Puskesmas
3. Pembangunan
Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2
4. Pembangunan
[ 3 1 2 1 3 10 4
5. Pengembangan
Usaha Kecil, Mikro
dan Koperasi 3 - 1 z 3 11 &

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan

dan partisipatif. “ ‘
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Contoh Penentuan Prioritas Kegiatan OPD

Bobot Jumlah | Prioritas
Kegiatan Pokok Bobot
Dampak | Pelaksanaan | Waktu Biaya Kelompok
Sasaran

1. Pembelian

Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 6
2. Rehabilitasi

Gedung 3 1 2 1 3 9 5
3. Peningkatan

Kapasitas SDM 3 2 > > 3 12 1
4. Pengadaan

komputer 2 3 2 1 2 10 3
5. Pengembangan

Web-site 2 2 2 2 3 11 2
6. Pengadaan

peralatan = = 2 L 2 g B

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan

dan partisipatif.

1!



Kementeriasm PR

KERANGKA LOGIKA PERENCANAAN
BERBASIS KINERJA

Masalah, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja




Alur Pikir Perencanaan Berbasis Kinerja

IDENTIFIKASI IMPLEMENTASI
MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN

Perencanaan Penganggaran Manajemen
Data dal‘l (Penentuan Prioritas, (Penentuan Standar OrganlsaSI

Informasi Program, Kegiatan,  Biaya, Standar Harga (Pemahaman regulasi,
Output dan Lokasi) dan Jenis Belanja) SOP, dan akuntasi)

SALAH SALAH SALAH SALAH
SALAH SALAH SALAH

SALAH SALAH

SALAH

KINERJA
KEBIJAKAN

Manfaat dan
DETY]E]¢

GAGAL
GAGAL

GAGAL

GAGAL
BERHASIL




Kriteria Rencana yang Baik dan Realistik
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 Rumusan masalah jelas dan spesifik.

 Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan
pemecahan masalah.

e Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal,
dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable,
Achievable, Realistic, Time Limit).

* Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis.

e Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif.

* Rencana kegiatan yang baik menjamin (60%) keberhasilan
pelaksanaan kegiatan.

1!



Kerangka Logika Perencanaan dan

Pengendalian Kegiatan

Ringkasan Indikator Sumber Asumsi
Rencana kinerja data

Kerja

Hasil yang - 11
diharapkan

Keluaran - 12 13
oy

Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun,
kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan
direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang




Kerangka Logika Vertikal

Dampak

Hasil

Keluaran

Kegiatan

e Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi.
e Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan

_________>

Rencana
Kerja

B

Indikator Sumber
Kinerja Data
N

Asumsi

~Terjaminnya
jalur distribusi

P dan pemasaran

Meningkatnya

Tersedianya

|

g T — L — _‘ faktor
Keterampilan dan prasarana

Petani — produksi

L]

. e S Adanya

i elatihan

Usaha Tani y%ng GIN

memberikan hasil (outcome).

e Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
membawa dampak.

1!



Kerangka Logika Horizontal

Rencana Indikator Sumber Asumsi
Kerja kinerja data

Meningkatnya

Pendapatan
Dampak Petani

Tingkat

Pendapatan Kantor BPS dan

Dinas Pertanian

—_—*—

Petani pertahun

) Kantor BPS dan
H aSll Dinas Pertanian
- - - - - - *
Meningkatnya Tingkat
Kel Keterampilan Penguasaan | | Rantof 30 can
eéluaran | petani Teknologi

________*

Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?

e Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang ditunjukkan dengan indikator
kinerja output dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

e Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan dengan indikator
kinerja outcome yang diperoleh dari berbagai sumber data.

e Dampak dari suatu program harus dapat diuji dengan indikator kinerja manfaat dan

dampak. ‘M



Masalah yang dihadapi petani

Pemahaman masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh petani menjadi kunci keberhasilan

peningkatan pendapatan petani.

Meningkatnya kerentanan

Tingginya angka
kemiskinan dan ketertinggalan petani

Rendahnya
Pendapatan petani

Tingginya Beban
Pengeluaran

petani

dan ketidakberdayaan petani

Meningkatnya
keresahan dan kebingungan
petani

Rendahnya literasi, Rendahnya
edukasi dan kerjasama dan
budaya sadar kemitraan

informasi antarpetani

Menurunnya rasa percaya (trust)
petani

Kurangnya
Jangkauan

Pelayanan Penyuluh

Kurangnya kesiapan
Pemerintah Daerah
menghadapi
perubahan

1!
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Pohon Masalah Kemiskinan Petani

Tingginya Angka

{ Terbatasnya Penerimaan petaniJ

A

Kemiskinan petani

Rendahnya

~

Rendahnya
Produktivitas
Hasil Pertanian:
» Terbatasnya

Prasarana
» Terbatasnya
Keterampilan

/

——> Penerimaan
Tetap (Usaha Tani)

- )

Mutu Hasil
Pertanian:
eTerbatas
nya benih
dan bibit
eTerbatas
nya
teknologi

"

4 Rendahnya\

)

/Rendahnya\

Harga jual
Hasil
Pertanian:
eTerbatas
nya pema
saran
eTerbatas

nya jalur
distribusi

—

Terbatasnya
Penerimaan
Tidak Tetap

L

!

Kurangnya
Kegiatan
onpertania

J

{ Tingginya Pengeluaran petani J

/I\
Tingginya
Pengeluaran
Tetap
| 1 |
e Tingginya I / Tingginya \
pengeluaran Pengeluaran
Rumah Tangga: Usaha Tani:
1-Makanan 1.Benih dan Bibit
} . 2. Peralatan
Makanan: 3" Upah
Pendidikan, 4 Pgmbasmi
Kesehatan, " Hama
BBM,

\_ Angkutan J

|
Tingginya

Pengeluaran

Tidak Tetap

’T\_l

Tingginya
Biaya Sosial

Ve

-

5. Angkutan
\_ /

f Tingginya
L Biaya Bencana
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Pohon Masalah Rendanya Penerimaan Tetap

A
,,,,, 2.
Rendahnya
Penerimaan Tetap
petani
Rendahnya produktivitas Rendahnya mutu Rendahnya harga jual
Hasil pertanian hasil pertanian hasil pertanian

Terbatasnya Terbatasnya Terbatasnya Terbatasnya
prasarana dengan jumlah petani teknologi gg;?ﬁtjényjl pemasaran J ;-leurrbgit:tsr?gt?si

kondisi baik terampil pengolahan g8 Hasil pertanian
f K b f b f b Kurangnya b Terbatasnya

uralpr:gnya Kurangrr:ya Ku;angnyg Kull;angrr:ya peran KUD angkutan

\pemel araan) \pengeta uan/ informasi | pebenihan ) dim pemasaran hasil pertanian
f Lemahnya b f Kurangnya b Belum adanya (Tidak adan a\ f Rendahnya b Terbatasnva

Kerjasama Tenaga balai tani Balai b enix kapasitas Jalan d e!a
\Kelompok tani) Penyuluh ) pusat informasi L ) |pengurus KUD
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Pohon Tujuan

y
KKKKK g PPNS
Meningkatkan
Penerimaan Tetap
petani 15%
Meningkatkan produktivitas Meningkatkan mutu Meningkatkan harga jual
hasil pertanian (ton/ha) hasil pertanian hasil pertanian
Tersedianya Meningkatnya Berkembangnya Tersedianya Berkembangnya Berkembangnya
prasarana dengan jumlah petani teknologi Benih unggul pemasaran Jalur distribusi
kondisi baik (%) Terampil (%) Pengolahan (%) (ton) hasil pertanian (%) (%)
Terwujudnya . . . Meningkatnya Tersedianya
remeliaraan | | Meninglatnya e
(%) g ° ° P dlm pemasaran hasil pertanian

o ' ' ' " o

Meningkatnya Tersedianya Terbangunnya Terbangunnya Meningkatnya
{ Kerjasama J { Tenaga balai petani Balai benih kapasitas UETEE TR
K ) P )

elompok tani (% enyuluh (orang (unit) (unit)) pengurus KUD (%) Jalan desa (km)

1!




Indikator Kinerja

Jumlah

Penerimaan Tetap

kondisi baik (%)

o

Tingkat
partisipasi
\Pemeliharaan (%))

o

Tingkat
Kerjasama

1 (9
\Kelompok tani (A))

y
KKKKK g PPN
Tingkat produktivitas
hasil pertanian (ton/ha)
Persentase Persentase
prasarana dengan petani

Terampil (%)

"

( )
Tingkat
Pengetahuan (%)
\_ J
Jumlah
Tenaga

\Penyuluh (orang)j

petani (

Rp)

Tingkat mutu
hasil pertanian

E &

Persentase petani yang
Menerapkan teknologi

E B

Jumlah

Benih unggul

pengolahan (%) (ton)
Persentase Tingkat
Penguasaan teknologi ketersediaan
pengolahan (%) benih
Persentase petani Jumlah
ang terlayani . .
Iyusa% Infor¥nasi Balai benih
(%) (unit))

Jumlah/Nilai harga jual
hasil pertanian (Rp)

E B

Persentase
pemasaran
hasil pertanian (%)

o

4 N\
Jumlah KUD
dlm pemasaran
|\ J
Persentase

pengurus KUD

3 (o)
| yans terampil (A))

o

Persentase
distribusi
(%)

o

Pertanian (unit)
\. J

Jumlah
angkutan hasil

o

/

\.

Jalan desa (km)

N
Panjang

J
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Pohon Masalah Tingginya Beban Pengeluaran petani

A
KKKKK 2.
Tingginya Pengeluaran
(Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani
Tingginya Tingginya
Biaya —>Biaya Kesehatan
Makanan dan Pendidikan

o

Pasokan Bahan
Makanan

o

-

Prasarana

f Kurangnya b

f Terbatasnya b

o

Kurangnya
Prasarana dan
Sarana

.

( Kurangnya
Tenaga

Pengajar dan

L Angkutan )

\___Kesehatan

Ting
eng

inya Beban |
uaran petani

Tingginya Pengeluaran
(Biaya) Usaha Tani

Tingginya Biaya

{ Terbatasnya )

Benih/Bibit

o

Pasokan

Benih/Bibit |

N

{Belum Adanya\
P

usat Informasi
Pertanian

R B

Tingginya

Biaya Perawatan

Tanaman

o

Peralatan dan

f Terbatasnya\

\Perlengkapan)

W

Kerjasama

1 Kurangnya b

)

(Biaya) Sosial dan Lainnya

Tingginya Pengeluaran J

E §

Tingginya
Biaya Sosial

o

Kurangnya b

Pemahaman
Prioritas

o

Vs

L Antarpetani )

-

Terbatasnya
Pengetahuan

~

J

m

Tingginya Biaya

Bencana

w

|

Penanganan

Kurangnya J

Bencana

o

e
Lemahnya
g’enataan Ruang

an Permukima

X’



Pohon Tujuan Penurunan Pengeluaran petani

Menurunkan Beban

Pengeluaran petani

Menurunkan Pengeluaran
(Biaya) Usaha Tani

y
KKKKK 2.
Menurunkan pengeluaran
(Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani
Berkurangnya Berkurangnya Menurunnya
Biaya > Biaya Kesehatan Biaya
Makanan dan Pendidikan Benih/Bibit

Meningkatnya
Pasokan Bahan
Makanan
Tersedianya
Prasarana
Angkutan

o

"

Tersedianya Meningkatnya
Prasarana dan Pasokan
Sarana Benih/Bibit
T PTGFETEngunnva
Pengajar dan Hsatiiftonmasi
Kesehatan Pertanian

R B

Berkurangnya
Biaya Perawatan
Tanaman

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Meningkatnya

Kerjasama

Antarpetani

) |

Menurunkan Pengeluaran
(Biaya) Sosial dan Lainnya

E B

Berkurangnya
Biaya Sosial

Meningkatnya
Pemahaman
Prioritas

o

Meningkatnya
Pengetahuan

m

Menurrunnya
Biaya/Resiko
Bencana

Meningkatnya
Penanganan
Bencana

o

Berkembangnya}

Penataan Ruang
dan Permukiman

(O = =)
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Indikator Kinerja Penurunan Beban Pengeluaran Petani

a
Pengeluaran petani

Rp)

Jumlah pengeluaran
(Biaya) Hidup Rumah
Tangga Tani (Rp)

)

Jumlah Pengeluaran
(Biaya) Usaha Tani (Rp)

Makanan (Rp)

o

Jumlah
Pengeluaran >

(%)

N N

Persentase
Biaya Kesehatan
dan Pendidikan

Tingkat \ Rasio
Pasokan Bahan Prasarana dan
Makanan (kg) ;

Sarana

o

|

Pengajar dan

Kesehatan (%

Jumlah Rasio Tenaga
Prasarana =
Angkutan

E E BB

Jumlah Biaya Jumlah

Benih/Bibit (Rp) Bilé\ay:alrarsarralvzlglt)é)m

Persentase | asio Peralatan
Pasokan Benih dan Perleng-
Bibit (%0 kapan (%)

o o

Jumlah Tingkat
Pusat Informasi Kerjasama
Pertanian (unit) Antarpetani

|

Jumlah Pengeluaran
(Biaya) Sosial dan Lainnya (Rp)

E B o

|

Jumlah Jumlah
Biaya Sosial Biaya/Resiko
(Rp) Bencana (Rp)
Tingkat Tingkat
Pemahaman Penanganan
Prioritas Bencana (%)

o o

|

. Tingkat
Tingkat
Penataan Ruang
PengetahuanJ Lan PermukimaJ
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Kementerd L PPN

Matriks Kegiatan Rencana Strategis

Program/ . L. Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027
No. K giatan Indikator Kinerja
€g Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase
pertumbuhan 5 7,5 8,0 9,0 12,0
produktivitas
Jumlah kesempatan
Program kerja baru yang 500 750 1.000 1.250 1.400
tercipta (orang)
Jumlah pendapatan
petani (Rp.juta) S 8 10 12 15
Jumlah benih unggul
(ton) 5 10 15 20 25
Revitalisasi Y
1 | Koperasi Unit '(“Ii'a':,ﬂ‘t*a“;asara“ KUD 125 225 275 325 375
Desa P
Nilai pendapatan
KUD (Rp.juta) 100 200 250 300 350
Jumlah petani yang
memahami Iptek 1.500 1.750 2.000 2.400 2.750
baru (orang)
. . | Jumlah petani
2 Pelatihan petani terampil (orang) 1.500 1.700 1.900 2.000 2.500
Persentase
peningkatan 5 5 10 12,5 15
produksi (%)
3




Kementeriasm PR

SINERGI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

Sinergi dan Konsistensi

1!



Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran,

Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Audit

= [ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik J
: Bappenkas *Keme ri
* Bappenas * Kemenkeu :
. KerF;\penko ¢ K/L 2 3 s -Keme
* K/L _ « Kemenko *Bappe
* Kemendagri * Kemendagri *Keme
* Pemda « DPR dan DPD eK(SP BPKP

BPK

| OUTPUT [ OUTPUT OUTPUT [ OUTPUT [ OUTPUT |-
A A A
PERENCANAAN PENGANGGARAN AUDIT it
[ NpuT | [ InPUT —

1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga

3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka Lelang Manual vs E-Procurement

4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan

5. Keterkiatan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)

6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja  Audit Administrasi vs Audit Subtansi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (fragmented) sub sistem vs Terpadu (/ntegrated)
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Kementerd
By

Tujuan dan sasaran

pembangunan daerah

Sasaran Tingkat 1

Outcome
dan/Output

Sasaran Tingkat 2 Program

Sasaran Tingkat 3 Renstra, Renja dan

Indikato

Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Lembaga
+

Sasaran Tingkat 4

Pakta Integritas

>
EVALUASI
RPIPD dan PRIORITAS
RTRW  h= PE"’;'SQNDAAN 22| NASIONAL s

=

Renstra, Renja dan RKA K/L

Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan
Pusat dan Daerah

ARAHAN
(DIREKTIF)
KEPALA DAERAH

KERANGKA
EKONOMI
MAKRO DAERAH

RPJMN dan RKP Bappenas
""" Belama /L CeeringHotser
Belanja K/L :
Dana | Dana
Dekonsentrasi DTran[S\fgr
. .. . .. aerah dan
dan Kegiatan Prioritas Program dan Kegiatan Prioritas Dana Desa

Renstra, Renja dan RKA K/L RPJMD dan RKPD

Indikator Kinerja Utama

RKA K/L

r Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

KOMITMEN
Gubernur

Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Lembaga
+

Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Lembaga
+ +
Pakta Integritas Pakta Integritas MOU

<€

Sinkronisasi

®
DPR RI/
/)

Konsistensi

Indikator Kinerja Utama

+ ASPIRASI + KOMITMEN
DAERAH GLOBAL

A

Sekneg, Bappenas,
BPK. BPKP, KSP




Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah

Sasaran RENJA dan RKA Bappenas A
Tingkat 3 Outcome dan/Output K/L Clearing House | __
Belanja K/L I 0
Bantuan Dana )
Dana Transfer
Sasaran Program, Kegiatan dan Program, Kegiatan dan Il))aerahDdan 7
Tingkat 4 Outcome Proyek Prioritas Proyek Pendukung alna esa =
\'d

dan/Output
|

. —p . . 2 . - .
B - Dirjen/Deputi Dirjen/Deputi Dirjen/Deputi
daor::%m:SL + Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

v v v \/

Kegiatan dan Kegiatan dan Kegiatan

Kegiatan dan
Sasaran

Tingkat6  input Proyek Prioritas dan Proyek Prioritas dan Proyek Prioritas dan Prioritas dan
Odan Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung |
utput

o
Sinkronisasi Sekneg, Bappenas, KSP
DPR/DPDRI



Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Daerah

F

D 4

m-m;: rrrrr . FPNF EVALUASI KERANGKA

- ARAHAN (DIREKTIF) ASPIRASI KOMITMEN
ARSI ) PRESIDEN gl EXONOMI Rl ‘paeran  ll  GLOBAL

A
RKP Bappenas
p II“SP:Ct ................................... o ] — — — - Clearing House
AEEEOME  Impact dan/Outcome {8y Prioritas Nasional Belanja K/L : =
Bantuan Dana =
Dana Transfer D
Daerah dan 7
. . Dana Desa -
Outcome Program Prioritas Program Pendukung : 2
\'d
— ‘}*
O RKA K/L RKA K/L
Output  --------1 UKE 1 UKE 1 UKE 1 UKE 1 OPD OPD
Kegiat egiatan Kegiat ;e latan Kegiat Kegiatan Kegiat Ee 1atan Kegiat Kegiat
Output  -- Prioritas Prionitas Prioritas Priovitas Prioritas Priovitas Prioritas Priovitas Prioritas Prioritas
{ { { { { {
Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek
Output | Prioditas Priofitas Priofitas Priofitas Priofitas Priofitas

i

%j — ; — \fﬂ/ BAPPENAS,
Lokasi @ Sinkronisasi @ Lokasi DPR dan DPD SEKAB dan KSP




Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan

Kabupaten/Kota

RPJMD PROVINSI

RPJPD dan
RTRW

A
RKPD Provinsi Bappeda
Sasaran ... e T Clearing House -.
Tingkat 1 Outcome Belanja OPD = c
' )
Bantuan Dana =
Dana DTranrs‘fgr (2
Sasaran o - aera an un @
Tingkat2  ~Outcome Program Urusan Wajib Program Urusan Pilihan Dana Desa <
dan/Outpu A Y ‘ : 2
Sasaran Renja dan RKA I EREDN Renja dan RK/
Tingkat 3 o OPD/Dinas OPD/Dinas OPD/Dinas RKPD Kab/Kota
Utpu Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja
Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja KOMITMEN
?asifc’ﬂtln‘l Kepala OPD/Dinas Kepala OPD/Dinas Kepala OPD/Dinas Bupatl/_\ll_\lallkota
ingka

+
Pakta Integritas MOU

o
BAPPEDA DAN
DPRD SEKDA

+ +
Pakta Integritas Pakta Integritas

Sinkronisasi




Sasaran
Tingkat 3

Sasaran
Tingkat 4

Sasaran
Tingkat 5

Sasaran
Tingkat 6

Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Provinsi dan
Kabupaten/Kota

RPJMD dan ARAHAN (DIREKTIF) ANTISIPASI RISIKO
RENSTRA + GUBERNUR + PERUBAHAN

Outcome dan/Output

RENJA dan RKA

Bappeda

--------------------------------- Clearing House -
DINAS/OPD Belanja OPD I '
Bantuan Dana
Dana Transfer
- _ Daerah dan
Program, Kegiatan dan Program, Kegiatan dan Dana Desa

Outcome Proyek Prioritas

Otcome

Proyek Pendukung I

dan Output

v

Kegiatan dan
Proyek Prioritas dan
Pendukung

Konsistensi
>

Kabag/Kasubdit Kabag/Kasubdit
Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
\/ \/

\/

Kegiatan dan Kegiatan dan Kegiatan

Proyek Prioritas dan Proyek Prioritas dan Prioritas dan
Pendukung Pendukung Pendukung

o
Sinkronisasi Sekda, Bappeda, DPRD

o




Sinkronisasi dan Konsistensi Prioritas Provinsi dan

Kabupaten/Kota

KERANGKA ASPIRASI
ﬂzAIs%%IJ:f TARGET RPIMD EKONOMI fS CAMAT DAN
MAKRO DAERAH LURAH

mmmmmmmmmm

+ KOMITMEN
GLOBAL A

RKPD

Impact L A . Bappeda

dan/Outcome | \pact dan/Outcome i8 Prioritas Daerah Clearing House ' —
Belanja OPD . &
Bantuan Dana Q
Dana Tran[s‘fgr %
Outcome Program Prioritas Program Pendukung %1?{2 Desa 2
—_— | — ! v,
I‘ ‘}* - x

Outg%T:uctlan/ ............... RKA OPD/Dinas RKA OPD/Dinas RKA Kecamatan

Output  --------; Kabag/Kabid Kabag/Kabid Kabag/Kabid Kabag/Kabid OPD OPD

Kegiatan = |atan Kegiatan ;;e latan Kegiatan Kegiatan Kegiatan ;;e latan Kegiatan Kegiatan
Output - o Pr|or|tas Prlorltas Pri%ritas Prio?i';as Pri%ritas Prio?i';as Pri%ritas Prio?i';as Pri%ritas Pri%ritas
Output °

Pro ek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek
Prlorltas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

(  Lokasi ) @SinkronisaSi @ (  Lokasi ; DPRD




Identifikasi Fakta dan Analisis Masalah

Fakta Analisis Masalah atau Faktor Penyebab 1)
(Data dan Informasi Statistik, dan Jumlah Urutan .
Desa Isu Strategis
Pendapat) SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK Skala 2 | Prioritas 3 g
Potensi Masalah
. i * Rendahnya * Pelatihan petani
Eglr;ltagll,]an adi dan rOdUktiV?{aS . Pembanglﬁ)nan
ala%vija' P * Rendahnya Harga 1 3 3 4 4 5 29 3 rasarana
« Perkebunan ual * Penyediaan modal
Karet * Rendahnya , * Pengembangan
pendapatan petani IPTEK
. i * Rendahnya * Pelatihan petani
Egﬁaghqn adi dan roduKtivias . Pembanglﬁ)nan
ala%vija' P * Rendahnya Harga 1 3 3 4 4 5 30 2 rasarna
. Perkebunan ual dah . Penyedl%an modal
: * Rendahnya * Pengembangan
kelapa sawit pendapat%n petani IPTER J
* Rendahnya * Pelatihan petani
Pertanian roduktivitas . Pembangunan
pangan: ubi katyu | * RendahnyaHarga | 5 3 4 5 4 5 31 1  prasama dal
dan ubi jalar yediaan moda
* Rendahnya , . Pené;embangan
pendapatan petani IPTEK
* Rendahnya * Pelatihan petani
rodéjkﬁwtasH * Pembangunan
* Rendahnya Harga rasarna
Perkebunan jual Y J 1 2 3 4 4 4 24 4 « Penyediaan modal
* Rendahnya , * Pengembangan
pendapatan petani IPTEK

Identifikasi masalah dan faktor penyebab dilakukan dengan menganalisis ketersedian Sumber Daya Alam (SDA), kesiapan Sumber Daya

Manusia (SDM), ketersediaan Prasarana (PRA), kecukupan Modal (MOD), kesiapan Kelembagaan (LEM) dan kesiapan dukungan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Analisis masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar dan (5) Sangat Besar.

1!




Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD

Kecamatan...
y
nnnnnn g PPNS
PrFl)Z”mt:ds Progam/ OPD/Dinas Sasaran Indikator 2024 2025 2026 2027 2028
banguan Kegiatan Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan Dinas Meningkat- Jumlah produksi
Produksi Padi Pertanian nya produksi | padi
* Pengadaan padi sebesar MASUKAN RENCANA STRATEGIS
weil) L DINAS PERTANIAN
* Pengadaan
obat-obatan | | | | | |
Penyediaan Dinas Tersedia-nya | Jumlah kelompok
modal Koperasi modal bagi 30 | tani penerima
kelompok tani | modal MASUKAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KUMKM
Peninakat Pembangunan Dinas PU Terbangunnya | Panjang tanggul
eningkatan tanggul tanggul 2 km
nilai tambah | o0 Jot RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR
komoditas
unggulan Pembangun-an | Dinas PU Terbangunnya | Panjang jalan
pertanian jalan Desa jalan desa6 | desa
pangan dan km
palawija Peningkatan Dinas Meningkatnya | Jumlah penjualan
peran KUD Koperasi nilai usaha KUD RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM
KUD
Pengolahan hasil | Dinas Meningkatnya | Jumlah produksi
pertanian Perindus- produ-ksi jagung olahan
trian Jagung olahan RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

Perluasan
Pemasaran

Dinas Perda-
gangan

10%

Meningkatnya
nilai
perdagangan
15%

Jumlah penjualan

padi olahan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG




Rencana Strategiis Dinas PUPR

Kabupaten ....

y
Kemam g PPNS
.. Progam/ Indikator 2024 2025 2026 2027 2028
Prioritas Kecamatan - Sasaran ..
Keglatan Kll‘lel‘]a Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mkenmgkatnya Jumlah
: akses prasarana prasarana
jl;eig:]ngkatan pc_al_rtabn?an p%rta_nian
. « Terbangunnya « Panjang
Jpgglﬁ) %régsgnan jalan desa 2 km jalan desa
- Pembangunan | © ferbangunnya | - Panjang
jaringan irigasi garmgan irigasi jaringan
00 m Irigasi
Mkenlngkatnya Jumlah
i akses prasarana prasarana
J_Ii_ﬁg:]ngkatan pg:l_rtabn?an p%rtanian
Pening-katan * Pembangunan | ° /€rbangunnya * Panjang
nilai tamban Jalan desa JjlandesaSkm | jalan desa
komadz -Pembanginan | * bR e | Feneng
32%%%'13?\ jaringan irigasi 400 m rigagi
ng%?adan anlngkatnya Jumiah
: akses prasarana prasarana
;elg:‘ngkatan pgl_rtabn?an pIeDrta_nian
g « Terbangun-nya * Panjang
JPaeIr;rt])%régsgnan jalan desa 4 km jalan desa
Mléanmgkatnya Jumlah
: akses prasarana prasarana
J_Paelglnngkatan pgl_rtabn?an pertanian
o « Terbangunnya * Panjang
JPaeIréer)zérégsgnan jalan desa 3 km | jalan desa




Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kinerja Dinas/OPD

Kabupaten...

y
nnnnnn g PPNS
PrFl)Z”mt:ds Progam/ OPD/Dinas Sasaran Indikator 2024 2025 2026 2027 2028
banguan Kegiatan Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan Dinas Meningkat- Jumlah produksi
Produksi Padi Pertanian nya produksi | padi
- Pengadaan padi sebesar MASUKAN RENCANA STRATEGIS
weil) L DINAS PERTANIAN
* Pengadaan
obat-obatan | | | | | |
Penyediaan Dinas Tersedia-nya | Jumlah kelompok
modal Koperasi modal bagi 30 | tani penerima
Wtraaa | e R UANREICANAISIRATECE
Peninakat Pembangunan Dinas PU Terbangunnya | Panjang tanggul
eningkatan tanggul tanggul 2 km

nilai tambah | 00 % RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR

komoditas

unggulan Pembangun-an | Dinas PU Terbangunnya | Panjang jalan

pertanian jalan Desa jalan desa6 | desa

pangan dan km

palawija Peningkatan Dinas Meningkatnya | Jumlah penjualan
peran KUD Koperasi nraiusaha | KUD RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM
Pengolahan hasil | Dinas Meningkatnya | Jumlah produksi
pertanian Perindus- produ-ksi jagung olahan

trian Jagung olahan RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG

Perluasan
Pemasaran

Dinas Perda-
gangan

10%

Meningkatnya
nilai
perdagangan
15%

Jumlah penjualan

padi olahan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG




Rencana Strategis Dinas PUPR

Provinsi Jawa Timur

A
K g PPN
Prioritas Kabupaten/ Progam/ Sasaran Indikator 2024 2025 2026 2027 2028
Kota Kegiatan Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp | Target Rp
Mkenmgkatnya Jumlah
: akses prasarana prasarana
jl;eig:]ngkatan p(_al_rtabn?an p%rtanian
d - Terbangunnya » Panjang
Jpgglﬁ) %régsgnan jalan desa 2 km jalan desa
- Pembangunan | * Jerbangunnya | - Panjang
jaringan irigasi aringan irigasi jaringan
00 m Irigasi
Mkenlngkatnya Jumiah
: akses prasarana prasarana
J_I?_jelg:]ngkatan pg:l_rtabn?an p%rtanian
Pening-katan - Pembangunan | * J€rbangunnya * Panjang
nilai tambah Jalan desa . alatgl desa 3 km | jalan desa
holts Febondnan | JeRrmine | e
32%%%32 jaringanirigasi | AR5 s
Bglr;%i?adan anlngkatnya Jumlah
: akses prasarana prasarana
jl?_jelg:‘ngkatan pgl_rtabn?an pertanian
) - Terbangun-nya | » Panjang
JPaeIr;rt])%régsgnan jalan desa 4 km jalan desa
anmgkatnya Jumlah
: akses prasarana prasarana
J_Paelglnngkatan pgl_rtabn?an pertanian
. - Terbangunnya « Panjang
JPaegrt])zérégsgnan jalan desa 3 km | jalan desa

1!
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Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas

Isu Global
* Varian COVID-19
* Pasokan Pangan dan Energi
* Inflasi
* |nvestasi
* Industri dan Pariwisata

Isu Nasional
* Fiscal Deficit
* |nvestasi
* Rantai Nilai
* Inflasi dan Daya Beli

Isu Lokal
* Bencana dan Daya dukung
Lingkungan
* Pemantapan Pemulihan
Ekonomi
* Daya beli
* Kemiskinan dan Pengangguran
* Pemerataan

Kenormalan Baru
(New Normal)

-

Paradigma Sehat

~N

Paradigma
Tangguh

Paradigma
Tumbuh

Paradigma
Berkeadilan

Paradigma
Berkelanjutan

v

Kabupaten/Kota

Kecamatan dan Desa

Integrasi Ekonomi
Domestik (Major Project,
Proyek Strategis Nasional

dan PEN)

Strategi dan Arah Prioritas Pembangunan
Kebijakan

i

>
Provinsi

i

Pengembangan Kawasan
dan Penguatan Rantai
Nilai (Value Chain)

novasi Daerah,
Upgrading dan Standar
Baru Pelayanan Publik

dan Daya Saing

Revitalisasi Kecamatan
dan Inovasi
Desa/Kelurahan




TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2023

)

Kementerian PPUF
Eappenas

/@

@/\
* ‘
- 1
. Memperkuat
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi

Pelayanan Publik

Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan

T

Membangun Lingkungan Prioritas Mengembangkan Wilayah
Hidup, Meningkatkan Nasional untuk Mengurangi
Ketahanan Bencana, dan Kesenjangan dan Menjamin
Perubahan Iklim e Pemerataan
: ‘ ~ £ ocan
. -
H.,___-___,_ .
~

&

A9
dalh
Meningkatkan
Sumber Daya

Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar

V%

Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan

&

Tema RKP Tahun 2023
“Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan”

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI v

EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

PRODUKTIVITAS

« Revitalisasi industri dan penguatan
riset terapan

+ Mendorong pemulihan dunia usaha

* Pembangunan Ibu Kota Nusantara

« Infrastruktur digital dan konektivitas

)

BERKELANJUTAN

1
T

INKLUSIF
TRANSFORMASI
« Percepatan penghapusan kemiskinan EKONOMI
ekstrem
+ Peningkatan kualitas SDM: kesehatan 1. SDM Berdaya
dan pendidikan Saing
» Penanggulangan pengangguran disertai 2. Produktivitas

dengan peningkatan decent job
» Percepatan pembangunan infrastruktur
dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4, Transformasi

Digital
‘ 5. Integrasi
Perekonomian
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi Domestik

(respons terhadap perubahan iklim) 6. Pemindahan IKN

/8
78




)

Kementerian PPUF
Eappenas

Sasaran dan Arah Kebijakan RKP TAHUN 2023

Sasaran RKP Tahun 2023

(T T T T A A A o T T T T T \
& pertumbuhan @ &  Tingkat 8¢ . . .. . &¢& Penurunan ¢
. asio Gini ..
Ekonomi Pengangguran (Nilai) Emisi Gas
(%) Terbuka tai Rumah Kaca
(%) (%)
53-59 53-6.0 0,375-0,378 27,02

é Indeks
Pembangunan
Manusia

73,31-73,49

N 7
Tingkat & &
Kemiskinan
(%)
75-85

Nilai
Tukar Petani/
NTP (Nilai)

103 -105

&

\

Nilai  ©

Tukar Nelayan/
NTN (Nilai)

106 - 107

Arah Kebijakan

Percepatan
penghapusan
kemiskinan ekstrem

Peningkatan kualitas
SDM: kesehatan dan
pendidikan

Penanggulangan
pengangguran disertai
dengan peningkatan
decent job

Revitalisasi industri
dan penguatan riset
terapan

Pembangunan rendah  Percepatan pembangunan
karbon dan transisi infrastruktur dasar antara

energi (respon terhadap lain: air bersih dan sanitasi
perubahan iklim)

Mendorong
pemulihan dunia
usaha

|
4 | [F

Pengembangan Ibu
Kota Nusantara



y

Kementerian PPUF
Eappenas

Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023

s 2P
N

Growth m § Growth 71-7,8 J;; Growth m
- — - —_
%miskin 43-5,1 N %miskin 8,3-838 N VAniS < 10,6 - 11,4
4
— J

%miskin 6,9-7,6
TPT

=]
&P
~
€20Z Y WY

6

’

T
I |

Nusa Tenggara Papua

Growth 51-5,7 § Growth 73-84 | x

>

e 1’5 2 Share 2,1 =
— 3 d)—

%miskin  PrER R N %miskin m N

N N

TPT 2,7-31 |& TPT [ 34-38 |®




Sasaran Pembangunan Wilayah RKP 2023

A
&f;m, Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

T

12,6 - 13,7

-

3
) e

izl

Sasaran Tingkat Kemiskinan

(o R

[ o ]
o) TR

53-6,0 J

[13,71- 14,00

| 507601 |

[asa-50 ]
’ -
827892 |
. [ 17,05 19,00 280-296 | - a_

|_". "" h 5.14-560 |

-
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a0

)

Kementerian PP
Bappena:

"1. Percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem

Dukungan MP:

O
O

3. Penanggulangan pengangguran
disertai peningkatan decent job

Sistem Jaminan Sosial
Modernisasi Pertanian
Pemerataan Pembangunan

5. Revitalisasi industri dan
penguatan riset terapan

. Industrialisasi
. Riset dan Inovasi

. .
MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Penyediaan lapangan usaha

MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi
Pangan)

MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa ©
Pago dan Wilayah Adat Domberay

Dukungan MP:
Didukung oleh MP pada Arah
Kebijakan 1,2, 4 dan 5

Dukungan MP:
o MP Kawasan Industri Prioritas
dan Smelter

FOKUS DAN HIGHLIGHT MAJOR PROJECT RKP 2023

7. Percepatan pembangunan infrastruktur
dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

Penyediaan air bersih dan sanitasi
Infrastruktur Digital
Infrastruktur Konektivitas

Dukungan MP:

O

O O O

MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
MP Transformasi Digital

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan
Stunting

2. Peningkatan kualitas SDM:
kesehatan dan pendidikan

4. Mendorong pemulihan
dunia usaha

* Sistem Kesehatan .

* Pendidikan (Sistem Pendidikan dan .
Pendidikan Karakter)

Dukungan MP:

o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

o MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) ©

Revitalisasi pariwisata
Pengembangan UMKM

Dukungan MP:
o MP Destinasi Pariwisata Prioritas o
o MP Pengelolaan Terpadu UMKM

Dukungan MP:

MP Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3

MP Akselerasi Pengembangan Energi ‘
Terbarukan dan Konservasi Energi

6. Pembangunan rendah karbon dan
transisi energi dan respon terhadap
perubahan iklim

. Ekonomi rendah karbon
*  Transisi energi




A

Kementerisn PRI
Eappenas

i S s

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Proyek Prioritas (Major Projects) 2023

Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas

Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Destinasi Pariwisata Prioritas

Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan
Nelayan

Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi

Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan
Bandeng

Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf
Internasional

Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
Pengelolaan Terpadu UMKM

12.
13.

DT T

10.
11.

Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang,
Denpasar, Banjarmasin, Makassar

Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat
Domberay

Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

PKSN Kawasan Perbatasan Negara

Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Reforma Agraria)

Rumah Susun Perkotaan
Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90
Persen Rumah Tangga)

Pemulihan 4 DAS Kritis

18 Waduk Multiguna

Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Kereta Api Makassar-Pare Pare

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan
Jakarta-Bandung)

Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 WM: Jakarta,
Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar

Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW,
Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MCA

Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
Transformasi Digital

Percepatan Penurunan Kematian lbu dan Stunting
Pembangunan Science Techno Park

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Mendukung Pelaksanaan MP di PN Lainnya

42.
43,

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
Penguatan Sistem Peringatan Dini bencana

44,
45.

Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
Penguatan Keamanan Laut di Natuna




Kebijakan Pembangunan Wilayah 2023

Pembangunan kewilayahan diarahkan Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Menyelesaikan isu ketimpangan : :
y : pang Koridor Pertumbuhan Koridor Pemerataan
antarwilayah
. “memacu pertumbuhan ekonomi “meningkatkan pelayanan dasar yang
Dengan sasaran antara lain: nasional melalui percepatan lebih merata melalui pengembangan
i . pengembangan kawasan-kawasan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat
1. meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI- pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, Kegiatan Lokal sehingga terbentuk
KTI, Jawa-luar Jawa), KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa  pusat-pusat pelayanan dasar baru
2. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat- serta kawasan aglomerasi yang menjangkau daerah pelayanan
pusat pertumbuhan wilayah; perkotaan pada kabupaten/kota yang lebih luas terutama
3_ menlngkatnya kualltas dan akses pelayanan yang terletak pada koridor kabupaten/kota dalam koridor
pertumbuhan” pemerataan.
4

dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang '
wilayah.

Target, Major Project dan Proyek Prioritas di 7 wilayah pembangunan

PRIORITAS NASIONAL 2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI
KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAAN
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Kemente

{

NCINERICER
PPN/Bappenas

- -
Kementerian ATR/BPN - -
Kementerian ATR/BPN - -
Kementerian PUPera

Kementerian Perhubungan
CINERICHERR=SIBLY

BMKG, BNPB, KLHK,
Badan Geologi, BPPT

Bencana

Kesepakatan dan
Kesepahaman Lokasi
Prioritas: Clean and
Clear, Bebas Bencana

dan Siap Bangun
Dukungan
Pemindahan IKN
Dukungan
penuntasan Target
RPJMN
Dukungan
pengembangan
rantai nilai (value
chain)

Kesuaian RTRW
(SPRR)
Kepastian status
lahan

Kajian Risiko

KOLABORASI DAN SINERGI LOKASI PRIORITAS

Rantai Nilai, Tata Ruang, Lahan, Infrastruktur dan Kewenangan

Direktif

Presiden

Prioritas K/L

Usulan Daerah

Pelaku Usaha




HARMONISASI FORUM DAN RAPAT KOORDINASI

Forum Perencanaan Rakorteknis, Rakorbang dan Rakorgub

' N
Kementerian
Rak
PPN/Bappenas - L akorgub ) SEERELGE
4 R
S ’ | Kesepahaman Sistem DI S
4 Rapat Koordinasi ) TIE Daerah: DAK,
Kementerian ATR/BPN apat noor Pembahasan Dana Otsus dan
Teknis Dana Desa
- /|« Bahan (Input)
8 L) Pembahasan
Kementerian ATR/BPN Rapat Koordinasi « Proses
Teknis
- < pembahasan
@ .. ) |* Output

Kementerian PUPera
Kementerian Perhubungan Sl el . MOU
Kementerian ESDM . Teknis

4 N\
BMKG, BNPB, KLHK, Forum Kebencanaan KPB[-J dan
Badan Geologi, BPPT \ ) Invetsasi Swasta

.




PENUTUP

Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak

1!



ol Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan
o 2

Kondisi geografis dan sumber daya alam Infrastruktur: jalan o
yang dikelola dengar_l baik, aman dan pelabuhan, bandar Ej ‘ KOMPETITIF
berkelanjutan udara, listrik, air = @ o
Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga bersih, dan jaringan _ . "
kerja terdidik, tangguh dan sadar transportasi yang ProgukSI de(ljn jasa ™ tF)’elakut blt_snls ygng
bencana. modern dan tertata, _berstandar { ermutu tinggi dengan
o _ T internasional . semangat kewirausahaan,
Kondisi ketertiban dan keamanan daerah keb #X. profesional, disiplin dan
yang stabil dan terjaga dengan baik. S enc:ig?:)an yang I WCIN i bt [t e
' iklim usaha yang I;emgmpuan Irnanajerial
- mendukun an jaringan luas.
KOLABORATIF T >
= Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan
) ) v konsisten.
Kerjasama dan kemitraan Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel

usaha, Perguruan tinggi,
Masyarakat dan Media
dalam riset dan -t
pengembangan teknologi
dan inovasi unggulan

Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan ‘ ‘ I

Academy Pemerintah, Pemda, Pelaku “

Pentahelix

Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas,
konsisten, terukur dan berkesinambungan

perdagangan internasional yang kuat



Kerjasama Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Daerah Lainnya

Kerjasama Pemerintah Daerah dan
Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan
dan Swasta

Kerjasama Pemerintah Daerah, Mayarakat
Sipil dan Mitra Pembangunan

What next?
Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

Kerjasama Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Daerah Luar Negeri

2
3
4

. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdafan%an
.Pengemban‘fan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas

. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

.Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan

. Penguatan Manajemen Pengetahuan

. Peningkatan Kapasitas Aparat

. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM

. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
.Perluasan Promosi dan Pemasaran

.Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Transformasi Digital

. Pengembangan Inovasi

. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan

. Pendampingan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
. Proyek Rintisan (pilot project)

. Pemantauan Kinerja Pembangunan

. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengettahuan
.Pengawasan (Watchdog) dan Masukan (Feedback)

.Berbagi Informasi dan Pengetahuan (knowledge sharing)
.Alih Teknologi dan Peralatan

. Perluasan Perdagangan dan Investasi

. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan




TERIMA KASIH.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas




